
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas 
 

TAHAPAN PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013 

2012 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c UU Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemillhan Bupati/Walikota adalah merencanakan 
program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota serta menyusun dan menetapkan 
pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasar-kan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) PKPU 
Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, pertu 
menetapkan Keputusan Komisl Pemlllhan Umum Kabupaten Banyumas tentang Tahapan, 
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupali Banyumas 
Tahun 2013. 
 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : 

UU Nomor 13 T ahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 
2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah 
terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 
Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PMDN Nomor 44 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PMDN Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas PMDN Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelotaan Betanja Pemifihan Umurn 
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan 
PKPU Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Urnum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan 
PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organlsasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi 
PemUihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi 
Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemililhan Umum Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas 
Komisi Pemilihan Urnum; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU 
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum 
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Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU 
Nomor 64 Tahun 2009; PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, 
Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 69 
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan 
PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pamilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan 
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan 
Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
di Tempat Pemungutan Suara; PKPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana 
Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye 
Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; PKPU Nomor 07 Tahun 2010; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 11 Tahun 
2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; PKPU Nomor 13 Tahun 2010; PKPU Nomor 16 Tahun 2010. 
 

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 Tahun 2012 diatur 

tentang : 

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati 
Banyumas Tahun 2013  sebagai berikut : 1. Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013; 2. Tahapan, 
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 
Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalarn diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. 

  

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2012 
- Lampiran Keputusan ini 18 Lembar.  

 


